BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 525 /406.001.3/2024
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN

Menimbang :

Mengingat: 1.

ANGGARAN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal
10 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Trenggalck
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan
Anggota serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam
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Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 684 1);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6868);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagimana teclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

)

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tehun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 1806);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 20016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 20017 Nomor
3);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 20017 Nomor 61);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2024

L%,

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalck
Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2024 Nomor 62);
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MEMUTUSKAN:

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan

Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Ketua

dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun

Anggaran 2025 yaitu kelompok kemampuan keuangan

daerah tinggi adalah:

a. Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota
scbesar 5 (lima) kali uang representasi ketua, dengan
rincian sebagai berikut : 5 X Rp. 2.100.000,00 = Rp.
10.500.000,00

terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

b. Tunjangan reses pimpinan dan anggota sebesar 5 (lima)
kali uang representasi ketua, dengan rincian sebagai

berikut : 5 X Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00
terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

c. Dana operasional ketua sebesar 4 (empat) kali uang
representasi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dengan rincian sebagai berikut : 4 X Rp. 2.100.000,00
= Rp. 8.4000.000,00
terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

d. Dana operasional wakil ketua sebesar 2,5 (dua setengah)
kali uang representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

2,5 X 80% X (Rp. 2.100.000,00) = Rp. 4.200.000,00
terbilang : Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan

Bupati ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan;
dan

b. tunjangan reses diberikan sctiap pimpinan dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan reses.
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KETIGA : Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU Keputusan Bupati ini diberikan sctiap bulan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara lumpsum;

dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana

operasional lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran
2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2025.

Ditetapkan di Tre

galek
pada tanggal 31 2624
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fUPATI TREN LEK,



